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BUPATI HALIIATIERA BARAT

JAILOLO
KTPIUTUSAIT BI'PATI ITALUAIIERA BARAT

NOMOR 3L /KPTS/ t /2OL7

TENTANG

PEITT'NJIITA}T BPIVDAEIIRA PEI{GET"UARAil
PAJDA SAjrUAIT XTR.'A DIIYAS W PERDAGAtrGAIY DAIY

KOPIRASI I'I(U ITABIIPATEI{ IIALMAIITRA BARAT
TAHTIIT ANGGARAIT 2OI7

BIIPA?I HALMASF,RA BARAT'

Menimbang : a. bafuwa dalam rangta tertib administrasi pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diafur dalam Pera.turan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaen Keuangan Daerah, maka untuk
kelancaa1l pelaksaraall prograrrr dalt kegiatm dipandang
perlu menunjuk Etendahara Pengehraran ptqt Dinas
Perindustrian, Perdagangaa dan Koperaei UKM Kabupaten
Halmahera Bar:at Tahun Angaran 2O77;

b. batrwa Saudari FITRIA AIII{AII SYAII yang diusulkan oleh
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangalr dan Koperasi
UKM Kabupaten Halmahera Barat, sel'aku pejabat
peagguna anggaran dianggap cakap dan memenuhi syarat
serta mamPu melaksanakan tugas kebsrdahan,aan dalam
rangka pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Halmahera
Barat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penunjukan Bendatrara Pengeluaran pada Satuan
kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Kopelasi UKM
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2OL7'

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6O Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tantang
pembentukan DaeraFdaerah snratantra Tingkat II Dalam
Wilayatr Daerah Swatantra Tingftat I Maluku menjadi
Undangundang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tatrua 2OOO tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembenhrkan Provinsi Maluku utara, Kabupaten Burrr dart
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor L Tahun 2OO3 tentang
Pembelrtukarr Kabupate1l Haftoatrera utara, Kahupaten
Halmatrera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur daII Kota Tidone Kepulauan
di Provinsi Maluku Utata;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara;

5. Undang-undang Nomor 1

Perbendaharaan Negara;
Tahun 2OO4 tentang
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6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang
Perimba$gan Keuangan a[tara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 20L4 tentang Aparatur
Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah;

g. Peraturan Pemerintatr Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

L2.Peratgran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6
Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 20T6

l3.Peraturan Daerah KabUpaten Halmahera Barat Nomor 9
Tahun 2AL6 tentang Anggaran Pendapatan dan Elelanja

Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2017;

l4.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belaqia
Daeratr Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2017;

Surat Usulan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi UKM I(abupaten Halmahera Barat Nomor :

900/03-Indagkop-UKM tTtzOlT 12017 tanggal, 12 Januari
2AL7, Perihal: Usulan Elendahara Tahun zAfi.

[fiEffiTTfUSKAIT:

Menunjuk Saudari FITRIA ADIIAN SYAII NIP. 19811220
2OOSOi 2 Ot7 sebagai Bendatrara Perrgetrraran pada
Satuan Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Ui<M Kabupaten Halmahera Barat Tatrun
Anggaran 2A77 dengan atasan langsungnya Kepda Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten
Halmahera Barat.

Bendatrara sebagaimana dimaksud Dikhrm Kesatu, dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap
berpedoroan pada ketentuan trrerundang-undangan yang
berlaku.

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara
sibagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai

berikut:
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SPECNfiEN
BIIDAIIARA PENGELUARAI{

TANDA TANGAN PARAF

?

KEEMPAT : Keputusan irri mulai berlatcu pada tanggal ditetapkan

PLIABAT PARAF

Sekretaris Daerah s.\\
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum \V

Keoala Peridaskop
{_ U

Kabag. Hukum & Orgs 0,

Diletapkan di : Jailolo
padatanggal : t? Januari 2017

O,U,OI, IIALMAIIERA BARAT,

Tembusan: DisamPaikan kePadaYth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2- Gubernur Maiuku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspekhrr Inspektorat Kab. HalmaheraBlatat di Jailolo
5. Kepala Dinas Perindagkop l(ab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
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